
  

BUPATI GARUT 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI GARUT 

NOMOR 21 TAHUN 2022   

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG TATA 
CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN               

BELANJA DAERAH, DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN,                                      
DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN                                                 

BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GARUT, 

Menimbang : a.  bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, 

Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan 

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 
Partai Politik serta Peraturan Daerah Kabupaten Garut          

Nomor 9  Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Kepada 
Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan 

Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2018 tentang Tata 
Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi 
Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban 

Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik; 

b. bahwa sehubungan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam 
negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib 
Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 
Politik serta adanya perubahan besaran nilai bantuan 
keuangan kepada partai politik, maka Peraturan Bupati 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali 

dan dilakukan penyesuaian; 
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut   
Nomor 56 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, 

Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan 

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 

Partai Politik;  

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang 

dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor  2 Tahun 2008 tentang Partai Politik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang         
Nomor  2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020   

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia                

Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6190); 
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7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 

Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan 

Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6177); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib 
Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 

Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018            
Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 

Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran 
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib 
Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020              

Nomor 1777); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2018 

tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang 
Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2018 Nomor 9); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan   :    PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 56 TAHUN 2018 
TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN 

DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, 
DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, 

DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN 

BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.  
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Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2018 tentang 

Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Daerah 

Kabupaten Garut Tahun 2018 Nomor 56), diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 5 

(1) Besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik tingkat Daerah 

Kabupaten yang mendapatkan kursi di DPRD sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per suara 

sah. 

(2) Besaran nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat dinaikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah 

mendapat persetujuan Gubernur. 

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 6 

(1) Persetujuan Gubernur terhadap kenaikan bantuan keuangan partai politik 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), menjadi dasar 

penganggaran bantuan keuangan partai politik. 

(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan 

permohonan Pemerintah Daerah. 

(3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar 

pencantuman dalam kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon 

anggaran sementara. 

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan paling 

lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 7 

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dianggarkan setiap 

tahun dalam jenis belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik. 

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 8 

(1) Pengurus partai politik tingkat Daerah Kabupaten mengajukan surat 

permohonan bantuan keuangan partai politik kepada Bupati dengan 

tembusan disampaikan kepada Ketua KPU dan Kepala Badan. 

(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani 

oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain. 
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(3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop 
surat dan cap stempel partai politik serta melampirkan sebanyak 2 (dua) 

rangkap kelengkapan administrasi berupa: 

a. surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang 

menetapkan Susunan Kepengurusan DPC partai politik tingkat Daerah 
Kabupaten atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan 

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik atau sebutan 
lainnya atau dilegalisir berdasarkan ketentuan Anggaran 

Dasar/Anggaran Rumah Tangga masing-masing Partai Politik; 

b. fotokopi surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak; 

c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan 

suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD yang dilegalisir oleh 

Sekretaris KPU; 

d. nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan 

pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan; 

e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik 

diprioritaskan untuk pendidikan politik; 

f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang 

bersumber dari APBD tahun anggaran sebelumnya yang telah 

diperiksa oleh BPK; 

g. surat pernyataan ketua partai politik yang menyatakan 
bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan 
anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai 

peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang 
tidak benar yang ditandatangani Ketua, Sekretaris, dan Bendahara 

atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat 

partai politik. 

(4) Format rencana penggunaan dana bantuan keuangan dan surat 
pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dan huruf  g 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

5. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 19 

(1) Kegiatan operasional sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 17 ayat (2) berkaitan dengan: 

a. administrasi umum; 

b. berlangganan daya dan jasa; 

c. pemeliharaan data dan arsip; dan 

d. pemeliharaan peralatan kantor. 

(2) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan 

administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa: 

a. keperluan alat tulis kantor; 

b. rapat internal sekretariat; 

c. perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai 

politik; 

d. transpor dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat; 
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e. pengadaan barang inventaris berupa furniture, komputer atau mesin 

fotokopi; 

f. sewa kantor; 

g. honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang berkompeten                

di bidang pengelolaan keuangan; dan 

h. dukungan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sekretariat 

partai politik. 

(3) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan 

berlangganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

berupa: 

a. telepon, internet dan listrik; 

b. air minum sekretariat; 

c. jasa pos dan giro; 

d. surat menyurat; dan/atau 

e. media cetak dan elektronik. 

(4) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan 
pemeliharaan data dan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

berupa: 

a. penyimpanan data elektronik; dan/atau 

b. penyimpanan data manual. 

(5) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan 
pemeliharaan peralatan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

d berupa: 

a. pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat; dan/atau 

b. pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat. 

6. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 19A dan 

Pasal 19B, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 19A 

(1) Kegiatan pendidikan politik selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17            

ayat (3), dapat berupa sosialisasi dan edukasi kebijakan protokol  

kesehatan penanganan pandemi Corona  Virus Disease 2019. 

(2) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  

dilakukan dalam bentuk pertemuan secara daring atau pertemuan terbatas 

sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan Corona Virus Disease 2019. 

(3) Selain bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam  
pada ayat (1) dan Pasal 17 ayat (3), dapat berupa penyediaan perbekalan    

atau alat kesehatan pencegahan pandemi Corona Virus Disease 2019    
kepada anggota Partai Politik dan masyarakat berupa masker, sabun cuci  

tangan, hand sanitizer, tempat cuci tangan, vitamin, pelindung wajah,      

sarung tangan, dan/atau penyemprotan disinfektan. 

Pasal 19B 

(1) Dukungan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sekretariat partai    
politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf h, paling 

sedikit berupa obat untuk pertolongan pertama pada kecelakaan. 
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(2) Selain penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), dapat berupa penyediaan alat kesehatan untuk pencegahan 

Corona Virus Disease 2019 yang meliputi masker, sabun cuci  tangan, hand 
sanitizer, tempat cuci tangan, vitamin, pelindung wajah, sarung tangan, 

dan/atau penyemprotan disinfektan. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.  

 Ditetapkan di Garut 

  pada tanggal 22 - 4 - 2022 

 B U P A T I  G A R U T,  

              t t d 

     RUDY GUNAWAN 

Diundangkan di Garut 

pada tanggal 22 - 4 - 2022 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,  

                          t t d  

   N U R D I N  Y A N A                                 

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT 

TAHUN 2022 NOMOR 21 
 



 LAMPIRAN  

 PERATURAN BUPATI GARUT 
 NOMOR 21 TAHUN 2022  

 TENTANG 
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI GARUT NOMOR 56 
TAHUN 2018 TENTANG TATA 

CARA PENGHITUNGAN, 
PENGANGGARAN DALAM 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH, DAN TERTIB 
ADMINISTRASI PENGAJUAN, 

PENYALURAN, DAN LAPORAN 
PERTANGGUNGJAWABAN 

PENGGUNAAN BANTUAN 

KEUANGAN PARTAI POLITIK 

A. FORMAT RENCANA PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI 

POLITIK 
 

RENCANA PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK PERKEGIATAN 

TAHUN ANGGARAN …………… 

 

Rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik perkegiatan Tahun Anggaran 

…………… sebagai berikut: 

 

NO 
JENIS 

PENGELUARAN 

JENIS 

KEGIATAN 

VOLUME 

KEGIATAN 

RENCANA 

PENGGUNAAN 

(Rp) 

KETERANGAN 

1 2 3 4 5 6 

A PENDIDIKAN POLITIK 

    

 sesuai dengan tugas dan fungsi 

partai politik serta peraturan 

perundang-undangan yang 

mengatur mengenai pendidikan 

politik. 

    

B OPERASIONAL SEKRETARIAT 

    

C J U M L A H Rp. …………… 

 

Mengetahui: 

Ketua, 

 

 

 

(……………….…………) 

Bendahara, 

 

 

 

(…………………………) 
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B. FORMAT SURAT PERNYATAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK 

SURAT PERNYATAAN 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

1. Nama :  

Jabatan : Ketua Umum/Ketua 

Alamat  : 

2. Nama  : 

Jabatan  :  Sekretaris Jenderal/Sekretaris 

Alamat  : 

3. Nama : 

Jabatan  :  Bendahara 

Alamat : 

Dengan ini menyatakan bahwa : 

1. Kami bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran 

bantuan keuangan partai politik. 

2. Kami bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila 

memberikan keterangan yang tidak benar terhadap kelengkapan administrasi 

bantuan dana partai politik Tahun Anggaran …. yang kami sampaikan. 

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana 

mestinya. 

Garut, .................... 

DPC Partai ............. 

Sekretaris 

 

 

(.........................) 

Bendahara 

 

 

(...........................) 

Mengetahui, 

Ketua 

 

 

(...........................) 

 

B U P A T I  G A R U T, 

t t d 

RUDY GUNAWAN 
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